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A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, tanpa pajak
sebagian besar kegiatan yang ingin dilakukan oleh negara tidak dapat
dilaksanakan Penerimaan pajak secara tidak langsung betujuan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Seperti diketahui
bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban
untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan,
keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.®

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh
dilakukan dengan sewenang-wenang.Dasar pemungutan pajak sesuai Pasal 23A
Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-unddang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membyara pengeluaran umum. Pajak didefinisikan sebagai peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment. Sedangkan menurut M.J.H. Smeets, pakar dari
jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi
yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah. 2

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
PerubahanKetiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

! Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat,
2008), hal. 5.
2Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2.



Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.’Pemungutan pajak dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat bukan
karena Pemerintah atau negara berkeinginan melihat warga negaranya sengsara,
pemungutan pajak ini tidak dapat dihindarkan oleh Pemerintah karena Pemerintah
memiliki keterbatasan dalam menciptakan pendapatan untuk membiayai aparatur
Pemerintah dan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum.*

Penggolongan untuk jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga)
golongan vyaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya dan lembaga
pemungutannya.’Pajak Penghasilan termasuk jenis Pajak Pusat karena menurut
lembaga pemungutannya jenis pajak ini dipungut oleh pemerintah serta dalam
pelaksanaanya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.Hasil dari pemungutan
pajak pusat dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).°

Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan pertama kali yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini
mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan Undang-Undang No.
7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17
Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.Undang- Undang PPh
tersebut memberikan penjelasan yang lebih rinci dari jenis-jenis PPh itu sendiri
dan terdapat didalam PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh 23, dan PPh Pasal 26.
Dengan demikian yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu
setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.’

® Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Edisi 4 (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri
Media, 2015), hal. 4

* Rosistua Pandiangan, Hukum Pajak (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 29.

SWirawan B. llyas, Richard Burton, op.cit. hal. 29.

®Ibid., hal. 30.

” Adrian Sutedi, op. cit. hal. 51.



Objek Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai macam, dan bunga
merupakan objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak oleh pemerintah.Bunga
hasil pinjaman dijadikan sebagai objek Pajak Penghasilan karena bertujuan untuk
menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut.Pasal 23 Undang-Undang PPh
mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Bunga termasuk dalan Objek Pajak
Penghasilan seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini bunga
yang dimaksud adalah bunga yang hasil pinjaman dari perusahaan terhadap
pemegang saham. Aturan sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
untuk bunga sebagai berikut : ( 15% X Objek Pajak ). Pelaksanaan pemajakan
PPh Pasal23 dilakukan dengan system pemotongan oleh Pemotong PPh Pasal 23
(pihak yang membayarkan/ terutang) ®dan yang menjadi sengketa perpajakan
adalah perhitungan bunga hasil pinjaman yang harus dikenajakan pajak.

Hal tersebut dialami oleh PT. Universal Transindo Mas. Sengketa ini
bermula dari adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang
dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Setelah diterbitkannya SKPKB dari
Direktur Jendral Pajak PT. Universal Transindo Mas merasa ketetapan tersebut
tidak sesuai, maka diajukanlah keberatan.atas SKPKB koreksi Dasar Pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2012 sebesar
Rp.1.618.774.816,00. PPh Pasal 23 terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 23
ayat (1) UU PPh sebesar Rp. 242.816.222 (15% X Rp. 1.618.774.816) jumlah
tersebut yang harus dipotong oleh PT. Universal Transindo Mas dari bunga
pinjaman lalu disetorkan ke kas negara. Setelah keberatan ditolak kemudian PT.
Universal Transindo Mas mengajukan Banding dalam proses ini Hakim Ketua
yaitu Masdi mempunyai pendapat berbeda (Disenting Opinion) namun tetap
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyakuntuk mengabulkan seluruhnya
permohonan banding dari PT. Universal Transindo Mas. Setelah ditetapkannya
putusan oleh Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan

banding dari PT. Universal Transindo Mas kali ini dari pihak Direktur Jendral

8Muda Markus, Perpajakan Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.
155.



Pajak yang merasa tidak puas maka diajukan upaya hukum luar biasa yaitu
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA).Pada tahap ini Mahkamah
Agung mengambilalih pendapat hukum dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Pajak dengan alasan-alasan yang cukup berdasar maka Mahkamah Agung
mengeluarkan  Putusan  Nomor  119/B/PK/Pjk/2018 vyang menyatakan
membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 75156/PP/M.IB/12/2016.
Perpajakan itu sendiri dari perspektif yang berbeda menurut Islam, bukan
merupakan suatu konsep yang baru tetapi telah diterapkan selama kurang lebih 13
abad pada masa kekhalifahan Islam. Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab
disebut juga dengan istilah, Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan,
menentukan, membebankan dan lain-lain. Dharibah disebut beban, karena
merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam
pelakasanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang
berat).’Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut
secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara, dengan demikian

dharibah bisa diartikan dengan pajak.'°

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengenaan Pajak Penghasilan terhadap bunga pinjaman Wajib
Pajak?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terkait dengan sengketa pengenaan bunga
pinjaman dalam Putusan Nomor 119/B/P/Pjk/2018?

3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pengenaan pajak penghasilan

terhadap bunga pinjaman?

9Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.
10pid., hal 29.



C. Tujuan Penelitian
Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pengenaan pajak yang dihasilkan dari
bunga pinjaman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
putusan Peninjauan Kembali Nomor 119/B/PK/Pjk/2018 terkait dengan pajak
penghasilan terhadap bunga pinjaman.

3. Mengetahui dan menganalisis terkait pengenaan pajak penghasilan akibat hasil
bunga pinjaman ditinjau dari pandangan Islam.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang
Hukum khususnya terkait dengan Hukum Pajak tentang Pajak Penghasilan dari
bunga hasil pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis sangat bermanfaat untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat dan Wajib Pajak pada khususnya terkait dengan
Pajak Penghasilan dari bunga atas pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.

E. Kerangka Konseptual
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat™

! Indonesia (a),Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).



2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan.*?

3. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang
berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturang
perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan
penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.’?

4. Bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang jakta waktu tertentu.
Pengertian tingkat bunga untuk suatu harga dinyatakan sebagai harga yang
harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang
dengan satu rupiah nanti. Menurut Marshall Principle bunga selaku harga
yang harus dibayar untuk penggunaan modal di semua pasar, cenderung ke
arah keseimbangan, sehingga modal seluruhnya dipasar itu menurut
tingkat bunga sama dengan persediaannya yang tampil pada tingkat itu.**

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Kongsi, koperasi dana pension, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.™

|hid., Pasal 1 ayat 2.

13 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002,
Pasal 1 ayat 5

L4http://e-journal.uajy.ac.id/2761/3/2EP14206.pdf, diakses pada Tanggal 11 Mei 2018.

5 Ibid., Pasal 1 ayat 3.
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6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam
suatu jangka tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.*®

7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*’

8. Surat Ketetapan Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Negara melalui pembayaran yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.®

9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.*®

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hokum tertentu, dengan jalan menganalisannya. °
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini yang
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder? Penelitian hukum jenis ini sering dikonsepkan sebagai apa
yang tertulis didalam suatu peraturan perundang-undangan dan lebih dikenal
denga penelitian kepustakaan.

®|hid., Pasal 1 ayat 7.

Y|hid., Pasal 1 ayat 10.

®|hid., Pasal 1 ayat 14

Y)bid., Pasal 1 ayat 16.

2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (Ul-Press), 2014), hal. 43.

2! Sri Mamuiji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6-8.



2. Jenis Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan
yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri
dari:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan
Pengasilam Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hokum yang memberikan penjelasan

terkait bahan Hukum Primer yaitu seperti buku-buku mengenai hukum pajak.
3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan memanfaatkan bebagai macam peraturan perundang-
undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perpajakan
4. Analisa dan Penyajian Data

Analisis dan penyajian data yang digunakan oleh penulis berasal dari data-data
yang terkumpul dan disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat teks.Teknis
analisis data yang dipergunakan yaitu analisa kualitatif yang bersifat deskriptif,
kritis dan yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab I merupakan Pendahuluan. Bab
ini menguraikan latar belakang permasalahan, selain itu juga dirumuskan
permasalah terkait dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik
secara teoritis maupun secara praktis.Selain itu, dalam Bab | ini juga diuraikan
kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika

penulisan skripsi.



Bab Il berisi tentang tinjauan pustaka mengenai pajak penghasilan terhadap
bunga pinjaman dari Wajib Pajak. Bab Il ini menguraikan tentang PPh di
Indonesia, antara lain karakteristik PPh, tarif PPh, Azas yang digunakan dalam
PPh, cara menghitung PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan
dan penjelasan tentang subjek serta objek PPh menurut Undang-Undang
Perpajakan.

Bab [l merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan
masalah.Bab ini menguraikan tentang kasus posisi antara para pihak yang
bersengketa yaitu, PT. Universal Transindo Mas dengan Direktur Jendral Pajak.
Selain itu, akan diuraikan analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2018 terkait dengan Pajak Penghasilan terhadap
bunga pinjaman.

Bab IV berisi mengenai kajian terhadap pajak penghasilan atas bunga
pinjaman ditinjau dari pandangan Islam. Bab ini juga menjelaskan tentang
pengertian pajak menurut Islam, landasan teori pajak menurut Islam, dan tujuan
pajak menurut Islam.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan permaslahan dan saran yang

dikemukakan akan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian.



